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BUPATI KAPUAS HULU

PROVIN SI KALIMANTAN BARAT

' PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

"NOMOR. 47 "TAHUN 2014

TENTANG

" STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- DAN PEMERINTAHAN DESA -
~ KABUPATEN KAPUAS HULU

~ DENGAN RAHMAT.TUHAN.Y.ANG MAHA ESA

Menimbang

| .Méngi.ng'at. I

BUPATI KAPUAS HULU

a. bahwa_ dalam rangka ~ pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah :

sebagai bahan acuan dalam = menata
kembali Organisasi Perangkat Dae'rah bagi

- Pemerintah “'Propinsi - dan Pemerintah
‘Kabupaten/Kota; ' -

bahwa ~ dengan telah  ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

‘Nomor '16 Tahun 2014 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten . Kapuas - Hulu, - maka perlu

~ ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara
tersendiri;

bahwa - bcrdasarkan - pertimbangan’
sebagaimana dimaksud dala:m huruf a dan .
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Struktur Organisasi dan
Tata ©~ Kerja.© Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa; =

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat.
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1I di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953



g

Nomor 9) sebagai U_ri'dahg—Undang
(Lembaran ~ Negara Republik Indonesia

- Tahun'- 1959 .- Nomor. 72, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Incloncsia
Nomor 1820}; :

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan | Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik  Indonesia -~ Nomor  4437)

sebagaimana telah diubah ‘beberapa kali

- dan yang terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua ‘Atas - Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran . Negara™ Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara - Republik- - Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan ~Pemerintahan
Daerah  (Lembaran - Negara Republik

.. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
~ Tambahan . Lembaran _Negara Repubhk |

Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang - Pembentukan =~ Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran - Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan ° Lembaran Negara Repubhk

- Indonesia Nomor 5234],

Undang—Undang Nomor - 6 Tahun 2014
tentang- Desa (Lembaran Negara Republik:
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 7, Tambahan
Lembaran - Negara chubhk Indoensia
Nomor 5495) T

.. Peraturan - Pemcrintah Nomor 38 Tahun‘ -

2007 - tentang  Pembagian Urusan
Pemerintahan - Antara’  Pemerintah,
Pemerintahan . Daerah - Prov1ns1 - dan
Pemerintahan ‘Daerah - Kabupaten /  Kota
(Lembaran - Negara Repubhk Indonesia
Tahun - 2007 Nomor . 82, Tambahan

. Lembaran . Ncgara - R_epub_hk _Indonesia
' Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomon 41 Ta_hun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara: Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik : Indonesia -
Nomor 4741);. - L
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'Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 . tentang Peraturan - Pelaksanaan -

“Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

“tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk '
Indonesia Tahun 2014 Nomor . 123, -

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk_

* “Indonesia Nomor 5539);

 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

‘Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan -

. 'Pemerintahan yang menjadi  Kewenangan .

.- .Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; - -
- 10.
' Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan
-.Orgamsasx Pcrangkat Daerah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
‘Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 -

‘tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008
_ tentang Pembentukan Organisasi Perangkat __
R --Daerah Kabupaten Kapuas Hulu '

- MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR

. ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN

. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT "DAN -
_ PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN KAPUAS -
"HULU '
-~ . BABI .
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

£a :Dala.m Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

1.
. sebagai unsur penyeienggara Pernenntahan Daerah
3.

Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
Pemerintah : Daerah adalah . Bupati dan ° Perangkat Daerah

Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

Sekretariat - Daerah - adalah Sekretariat . Daerah Kabupaten _
Kapuas Hulu. - '

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala .

Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

 terdiri dari Sekretarlat Daerah, Sekretariat Dewan ' Perwakilan

Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Tekms Daerah '
Kecamatan dan Kelurahan :

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupau Kapuas Hulu

- Lembaga, Tekms Daerah merupakan unsur pendukung tugas
"Bupatl S . . P



‘ ; Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

R Pemermtahan Desa Kabupatcn Kapuas Hulu.

9. Kepa}a ‘Badan - adalah ‘Kepala: Badan Pemberdayaan '

s '_}Masyarakat dan Pemenntahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

2] ;---_'Sekretarlat adalah Sekretarlat pada Badan Pemberdayaan
. Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu,

11. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat
Cidan Pemenntahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu.

: 12 -Umt Pelaksana Tekms selanjutnya dlslngkat UPT adalah

‘Unsur . Pelaksana  Operasional Badan Pemberdayaan |
‘Masyarakat dan Pemerintahan Desa. ‘ |

13. Jabatan Fungsmnal adalah “kedudukan yang menunjukan
.. .tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
.. Negeri Sipil. (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam
: pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahhan dan atau
keterampllan tertentu serta bersﬂat mandm '

BABII_' R

e TUGAS POKOK DAN FUNGSI |
_ BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .
;DAN_PEMERINTAHAN DESA = |

Pasal 2
Badan Pembérdayaan Masyarakat dan Pemerintahan - Desa

~mempunyai tugas menyelcnggarakan urusan pemermtahan yang
- ‘menjadi- kewenangan- pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di

o r'fbldang pemberdayaan masyarakat dan Pemermtahan desa

Pasal 3

3 ‘Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagmmana dlmaksud dalam“
. Pasal 2, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemermtahan Desa

B ‘mélaksanakan fungsi :

" a. perumusan . kebijakan teknis di bidang : pemberdayaan S
' masyarakat dan pemerintahan desa; i
“'b.- pelaksanaan urusan pemerintahan di- bldang pemberdayaan'
.. masyarakat dan pemerintahan desa; |
. pengelolaan barang m111k/ kekayaan daerah yang menjadl -
i - tanggung jawabnya; :
1. 'pengawasan dan: pcngendahan terhadap pelaksanaan kcglatan
. yang berkaitan dengan bidang tugasnya; - - :
.o '-penyampaian 1aporan yang berkaltan dengan bldang tugasnya
_ secara periodik; - : _
f. pelaksanaan - tugas lain. yang diserahkan oleh Bupatl sesual
dengan tugas pokok dan fungsmya R :




Pasal 4

o dipimpin - oleh- seorang Kepala yang - “berada di bawah dan
';.._bertanggung Jawab kepada Bupat1 Kapuas Hulu melalul Sekretans
R _Daerah o __

 BaBm
SUSUNAN ORGANISASI

- Bag1an Kesatu :
o Susunan Orgamsas1

| PasalS

S __Pemenntahan Desa terdiridari: -+ ... o vl
" a. Kepala Badan DU R

“Sekretariat; - o

; Bidang Pemermtahan Desa; = -~ e
Bidang Kelembagaan Sosial Ekonornl Desa, .

3 B1dang Sumber Daya Desa; ' -

Umt Pelaksana Tckms (UPT) HE

g. Kelompok Jabatan Fungsmnal

e Q-O U‘

; j(._2) _Struktur Organlsa31 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemermtahan Desa S

(1) Susunan Orgamsam Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

 Pemerintahan Desa" ‘sebagaimana tercantum pada Lampiran _' 1 .
- yang. merupakan baglan tldak terplsahkan dari’ Peraturan e

_Bupat1 ini, .

Kepala Badan

Pasal 6

T ;ﬁg__'.'-_Kepala Badan adalah unsur plmpman darl Badan Pemberdayaan;--f; o

. Masyarakat dan_ Pemerintahan Desa yang ‘berada di bawah dan
g -bertanggung Jawab kepada Bupat1 melam Sekretarls Daerah o

?asai"? -

_Kepala Badan mempunyai tugas memimpin keglatan pelayanan

umum * dan - teknis - Badan Pemberdayaan ‘Masyarakat' dan -
i ‘Pemerintahan - Desa " sesuai’ dengan kewenangan d1 bldang
'Pﬁmbefdayaan masyarakat dandesa. . . . R




Pasal8 . |

Ly 'Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 7, ;
Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

A _penetapan rencana operasional Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

'b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Badan Pemberdayaan

. Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan instansi lainnya;

~ 'c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bldang :

. pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; '

d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan
teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebljakan yang'
telah dltctapkan,

 e. - pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
di bidang pcmberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

f." pemantauan, pengawasan dan = pelaporan perkembangan '
 pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakai dan
Pemerintahan Desa secara periodik;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan |
bldang tugasnya N _ |

|
Pasal 9 |
Dalam. hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Sekretaris, kecuah dengan
alasan tertentu. '

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

: Sekrétariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Badan
~ Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin

' oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung

_]awab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

" ?Sekretariat" sebagalfnéna‘ yang ' dimaksud dalam ' Pasal 10,

.mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam pengelolaan . .

urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan
-dan kerumahtanggaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
- Pemerintahan Desa. '



Pasal 12

. Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam pasal |
11, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut; |

a,

b,
v
d

penyusunan rencana operasional Sekretanat

penyusunan program kerja Badan;

pelaksanaan ketatausahaan keuangan Badan; .
penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan-

- sumber daya aparatur, organisasi, dan tatalaksana Badan;

pelaksanaan urusan ketatausahaan, kear31pan perpustakaan
dan perlengkapan Badan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
kerja Badan;

pemantauan, pengevaluasmn dan pelaporan pelaksanaan‘ |

-~ tugas Sekretariat;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

-+ sesuai dengan tugas dan fungsmya

. (_.1.]

(1)

(@)

" 'a. Subbagian Program;

Pasal 13
Sekretariat terdiri dari: ' S

b. Subbagian Keuangan;

. c Subbaglan Personil dan Umum.

(@)

Masing- masmg Subbaglan d1p1mp1n oleh seorang Kepala
Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung Jawab

.kepada Sekretans

Pasal 14

Subbagian Program mempunyai tugas membantu | Sekretariat
dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan,
pengevalua31an, dan pelaporan rencana kerja Badan.

Untuk- melaksanakan tugas sebagaimana dunaksud dalam
Pasal 14 ayat (1), Subbaglan Program melaksanakan fungs1
sebagai berikut:

a. penyusunar_l rencana kerja Subbag Program;

'b. penyiapan bahan Rencana Strategis Badan;

c. penyusunan Rencana Kinerja Anggaran, Dokumen .
Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan _
- Pelaksanaan Anggaran; : -

d penyusunan. Rencana Kmet:]a Tahunan 'Penetapan

Kinerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Klnelj]a_
Instansi Pemerintah Badan dan UPT;

€. pelaksanaan penyelarasan dan pengkompilasian program

kerja dari setiap Bidang dan UPT; |



S

oy :_.;pemantauan dan pengendahan pelaksanaan program:_g PR

: keI;]a dari setiap. Bldang dan UP’I‘ T |

o g penyiapan. bahan evaluasi dan pelaporan | hasﬂ}_ S

- perkembangan program kerja Badan; -

h. ‘pemantauan, .. pengevaluasian ‘ dan. pelaporan hasﬂ R

_'perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Program; <

1 'pclaksanaan tugas 'lain .yang dlbenkan oleh Sekretaris."_'_

e sesua1 dengan tugas dan fungsmya

Pasal 150

: Subbaglan Keuangan mempunyal tugas membantu_t
'Sekretanat d1 bldang pcngelolaan admzmstras.l keuangan__ BN

E _Badan

-Untuk melaksanakan tugas sebagannana dlmaksud dalam._::_- . e
~ 7 ayat’ (1), Subbaglan Keuangan melaksanakan fung51 sebagai o
- berikut:-

A g penyusunan rencana ker_]a Subbag Keuangan,
b fpenyelenggaraan tata usaha keuangan, Badan,

. penyusunan Neraca, Laporan- Kcuangan dan Catatan__} .

el ""_.pemantaua.n, pengevaluaman dan ' pelaporan hasﬂ'-f SRR
SRUREINEE Pcrkembangan pelaksanaan tugas Subbaglan Keuangan; - -
3 pelaksanaan lain yang dlbenkan olch Sekrctans sesual." Lo

dengan tugas dan fungsmya o _

- Atas Laporan Keuangan Badan; .-

a. .‘;'penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan_" o

"Badan;

Pasal 16

Subbaglan Pcrsoml dan Ummn mempunyal tugas membantu-_:-
. Sekretariat - dalam ' pelaksanaan tugas mengumpul dan<
mengolah bahan admlnlstra81 kepegawman, pengembangan S
. _ pegawal, admmlstra31 umum dan perlengkapan Badan ' :

(2 ..'Untuk melaksanakan tugas sebagaunana dlmaksud daiam S
. ayat (1), Subbaglan Persoml dan Umum melaksanakan fung31 -
" sebagal benkut :

HEE . a. ‘penyusunan rencaha kelja Subbag Personﬂ dan Umum

b. penyelenggaraan administrasi. kepegawman - drm= :--:-'..

"-’.pengembangan pegawai; . "

: C penyiapan - bahan laporan 'dan evalua31 pelaksanaan'_f o

' "fugas di bidang aparatur

" d.. penyelenggaraan urusan kétatausahaan, kearmpan dan o

.. perpustakaan Badan; -

. e. pengelolaan barang dan perlengkapan milik Badan, -
ilf pemantauan, . pengevaluasian .dan  pelaporan - hasil < -

ST perkembangan pelaksanaan tugas Subbaglan Persoml' o
ﬂdanUmum R S SR B



& pelaksanaan tugas lam yang d1ber1kan Kepa.la Sekrctans

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Baglan Keempat
~ Bidang Pe_merintahan Desa

Pasal 17

_ 'Bldang Pemermtahan Desa adalah unsur pelaksanaan pada Badan
- Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin

~ oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung |
Jawab kepada Kepala Badan melalm Sekretans _ S '

(1)

Pasal 18 ]

Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

- menyiapkan - ' bahan  perumusan dan  pelaksanaan

pengembangan. kapasitas desa dan kelurdhan serta
pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

‘Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pemerintahan Desa melaksanakan fungsi sebagai

~ berikut:

a. penyusunan rencana operasmnal Bidang Pemerintahan
Desa,;

b. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan .

dalam tata pemerintahan desa;

c. penyampaian bahan pertimbangan _ tentang

. penggabungan, pemekaran dan penghapusan serta upaya
pemberdayaan pemerintahan desa;

- d. pelaksanaan blmblngan admlmstram dan kemampuan _

aparatur desa;-

-€. pembmaan pengembangan kelembagaan dan aparatur

desa;

f. . fasilitasi dan penyaluran bantuan bagl pemberdayaan_

desa;

. g pemantauan, pengevalua31an dan. pelaporan pclaksanaan

- tugas pada Bidang Pemerintahan Desa;

" h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kenala Badan

© sesuai dengan tugas pokok dan fungsmya



o

Pasal 19

Bxdang Pemenntahan Dcsa terd1r1 dari: S
Subbldang Pcngembangan Kapasitas Desa, '

b Subbldang Adrmn1stra51 Pemermtahan Desa

'_Masmg-masmg Subbldang dlplmpm oleh scorang Kof:pala= T
" Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung Jawab'j .
kepada Kepala Bldang Pemenntahan Desa s

Subbldang Pengembangan Kapas1tas Desa mempunyal tugas |
“membantu- - Bidang Pemerintahan-~ Desa o dalam --

ST menyelenggarakan pengembangan kapa51tas desa

S C. -'penylapan bahan pcrtlmbangan perubahan status desa---

-Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam
- ‘ayat’(1), Subbidang Pengembangan . Kapa31tas Dcsa dan' SRR
. Kelurahan melaksanakan fungsi: . . . - | e
(- & ipenyusunan o rencana ker]a Subbldang Pengembangan.

o Kapa31tas Desa;

. b. penyiapan. bahan - pcngabungan, pemekaran ﬁ' dan__' R

s 'penghapusan desa;

‘menjadi. kelurahan;

: :,d:,.; _f_pelaksanaan pengemb'angan kapaS1tas pemenntah desa, |

.. e. .pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan"_ R

. tugas Subbidang Pengembangan Kapasitas Desa;

o _}"pelaksanaan tugas lain ‘yang: diberikan oleh B.ldang'

o - Pemerintahan Desa sesual:dengax_l_ tugas dan fungsinya. ...

Pasal 21

__;-Subbldang AdmlnlStI‘aSI Pemermtahan Desa mempuﬂyaly. S
.. tugas  membantu. Bidang Pemerintahan Desa dalam S
o 3pemb1naan admlmstram pemenntahan desa | _ [

@) '_'_Untuk melaksanakan tugas sebagannana dimaksud dalam_ o
" _ayat . (1), Subbidang - Administrasi Pemenntahan Desa ' - S

il .. -melaksanakan fung31 sebagai berikut: -

. . peningkatan - dan pendayagUHaan kekayaan : dan--'
I'[’__-pendapatandcsa, S S N I

S La. _-penyusunan : rencana kelja Subbldang Adrmmstrasi_
i Pemerintahan Desa, T
. b, penyusunan pedoman . .pengelolaan:_-;_"-_'admlnl_strasi
. ¢ pemerintahan desa, LR T E R L
..c.- 'pelaksanaan . pembinaan; momtormg, ‘dan evaluasi.- =~ o
¢ i pengelolaan administrasi desa; . . S P

" d. pelaksanaan ‘koordinasi dan fasilitasi .- pengeloiaéii~' ;

- keuangan dan aset desa, -



S g f. 2 pemantauan, pengevaluasmn dan pelaporan pelaksanaanf.
S tugas Subbidang Administrasi Pemerintahan Desa; T
¢ g pelaksanaan . tugas lain yang diberikan oleh  Bidang
Lo Pemenntahan Desa sesuai dengan tugas dan fungsmya

: . Baglan Kelima e
Bldang Kclembagaan Sosial Ekonorm Desa

Pasal 22

'Bldang Kelembagaan Sosial Ekonoml Desa adalah unsur' _'
~ pelaksanaan pada . Badan Pemberdayaan Masyarakat dan. . .
Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Bldang :

-.berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan - |

o melalm Sekretarls

_ Pasal 23

| _f_;( _) | B1dang Kelembagaan Sosial Ekonorm Desa sebageumana

‘dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas Imembantu

: - . Kepala Badan dalam  menyiapkan bahan perumusan dan :
- pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan peran L

= =:lazelembagaan sosial ekonom1 desa dan kelurahan.

{2) “3:.' Untuk melaksanakan tugas Sebagalmana dlmaksud pada ayat o

(1), Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa melaksanakan"
- fungs1 sebagal berikut: -

a. penyusunan rencana operasmnal Bldang Kelembagaan_
- Sosial Ekonomi Desa

- b, pemberian petunjuk teknis dan petunjuk ‘pelaksanaan
. dalam pembinaan kelembagaan sosial ekonomi desa;
~c. pembinaan kelembagaan sosial budaya masyarakat

d. pembmaan pengcmbangan usaha ekonomi desa;

e. .pemantauan pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaanf -

_ tugas pada Bidang Sosial Ekonomi Desa;
£ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan '
.- sesuai dengan tugas pokok dan fungsmya R

!

| Pas_al 24

| (1] | 7Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa terdiri dgn o
- a.  Subbidang Sosial Budaya Masyarakat |

PR _.'_f_b subbldallg Usaha Ekonom1 Desa.

2) Masmg—masmg Subbldang d1p1mp1n oleh seorang Kepa}a o
. Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
~ kepada Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa.

I
-]



Pasal 25

Subbldang 803131 Budaya Masyarakat mempunyaJ tugas R
.- -membantu Bldang Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa dalam C
R _._membma kelembagaan sosml budaya masyarakat S
(2) .:-Untuk mclaksanakan tugas sebagmmana dlmaksud dalam C
-~ ayat (1), Subbidang Sosxal Budaya Masyarakat melaksanakan S

K ‘fungsi sebagai berikut:

: | “ia.’penyusunan rencana ker]a Sllbbld Kelcmbagaan 8031a1

- Budaya-Masyarakat; -

- | b :-':"'_pembmaa.n Lembaga ‘adat, Lernbaga Pemberdayaan

S "Masyarakat (LPM), dan Badan Permusyawaratan Desa B
- (BPD); : 3 __ Ly

c  : "pelestanan nilai- n11a1 3051a1 budaya masyarakat

: e. peningkatan . part131pa31 masyarakat - dalam o

e d. - pegembarigan sumber. daya  ‘manusia pedesaan dan' '

e _pelatlhan—pelatlhan kader pembangunan desa, .

5 f.’;pembangunan, T

3 f S pemantauan, pengevalua31an dan pelaporan pelaksanaan

o tugas Subbldang Kelembagaan Somal Budaya' o
... Masyarakat; . ' N

' g ":pelaksanaan tugas lam yang d1ber1kan oleh B1dang

" Kelembagaan Sosial Ekonomi Dcsa sesuai dengan tugas L
dan fungsmya : : .

5 Pasal 26

_,'Subbldang Usaha Ekonoml Desa mempunyal tugas
' membantu Bidang Kelembagaan Sosial Ekonoml Desa dalam
_ __'mengembangkan usaha ckonoml desa ' T

. Untuk' melaksanakan tugas scbagaJmana dlmaksucl dalam R
ayat.. (1) Subbldang Usaha Ekonmm Desa melaksanakan

S fung31 sebagal ‘berikut: ,
.. a. ‘penyusunan rencana kexja Subb1d Pengembangan Usaha

- “Ekonomi Desa;

T b * pembinaan terhadap lembaga ekonorm desa
e ! pengembangan 1embaga dana dan kI'ldlt pedesaan

o _' f ' . pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan L S

* (LDKP); -

: .' ‘d. - pemberian bantuan pengembangan usaha ekonom1 desa,
' ¢ pengidentifikasian  masyarakat tertmggal . dan

" pemberdayaan ekonomi masyarakat mlskm

' tugas Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;’

:'5 g pelaksanaan tugas lain yang diberikan . oleh Bidang

- Kelembagaan 8031a1 Ekononm Desa sesua1 dengan tugas

o -.dan fungsmya



L Baglan Keenam SO
B1dang Sumber Daya Desa

Pasal 27

. Bldang Sumber Daya Dcsa adalah unsur pelaksanaan pada Badan_ o -
" Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahdn Desa yang d1p1mp1n' S
. oleh seorang Kepala Bidang  berada di bawah serta bertanggung_ E

o Jawab kepada KepaIa Badan me1a1u1 Sekretans

| '(:1-)_:

B Pasal28

'B1dang Sumber Daya Desa sebagalmana dlmaksud dalam el
‘Pasal 27, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam - =
~“dalam - menyiapkan - bahan perumusan dan pelaksanaan = .
) pengembangan ‘dan potensi - sumber - daya desa “serta. -
__ pengka_uan dan pendayagunaan teknologl tepat guna Sy

- ;Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat- -j o
(1), Bldang Sumber Daya Desa melaksanakan fungSI sebagau_ S e

B “berikut:

- Bldang Sumber Daya Desa terdm dan \ SRR R
‘a. Subbidang Sumber Daya Desa; AR
“b. Subbldang ’I‘eknologl Tepat Guna. L

) :_:'_a,- E penyusunan rencana operasmnal B1dang Sumber Daya _' S

- 'Desa

b .-_pembeﬁan petunJuk tekms dan petunjuk pelaksanaan. FERATY

" .dalam pelaksanaan pengembangan dan poten81 sumber
' "tdayadesa,_." :

- c . pengcmbangan poten51 sumber daya desa, e
d. ‘pengkajian dan pendayagunaan teknologl tepat guna bag1 o

~ pembangunan desa dan kelurahan; © )

et :--_pemantauan pengevaluasian dan pelaporan Pelaksanaan.-;f“ _

o tugas pada Bidang Sumber Daya Desa; .

£ - pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan < . o
-j-jsesual dengan tugas pokok dan, fungsmya e

Pasal 29

Masmg-rnasmg Subbldang d1p1mp1n oleh seorang Kepaia 5
. Subbidang yang berada di bawah dan. bertanggung Jawabg-_

s _kepada Kepala Bldang Sumber Daya Desa

Pasal 30 S n . B

f’f Subbldang Sumber Daya Desa mcmpunyal tugas mcmbantu"' '. __ o
;. 'Bidang Sumber Daya Desa dalam mengembangkan poten31 Sl o
Z‘_'sumber daya desa o CH .. el

s l..

’ | L
.
1
\




~-Untuk melaksanakan tugas sebagmmana d1maksud dalam'. .
- ayat (1), Subbldang Sumber Daya Desa melaksanakan fungsi :

| .._sebagal berikut: - =
Cas 'penyusunan rencana kerja Subbldang Sumber Daya

2)

- ‘Desa; L :
. _pclaksanaan 1nventansa31 poten51 desa,
.  fasilitasi pembangunan sarana prasarana desa, -

fasilitasi, perbalkan perumahan dan permuklman, - |

b

. c
Cds "_pelaksanaan penataan hngkungan desa;. .

i

f

‘pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelakéanaan T

~tugas Subbldang Sumber Daya Desa; -~ |

g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh B1dang R
~~ Sumber Daya Desa dan Teknologi Tepat Guna sesuai
- :‘Vdengan tugas dan fungsmya RS :

Pasal 31 -
|

Subbldang Teknolog1 Tepat Guna mempunyal tugas -

membantu Bidang Sumber Daya Desa dalam mcngkap dan
mendayagunakan teknologl tepat guna. :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam
ayat (1), Subbidang Teknologl ‘I‘epat Guna melaksanakan:
fung31 sebagai berikut: :

a. penyusunan- rencana kerja Subbldang Teknolog1 Tepat o

Guna, :

r,

b, pelaksanaan pernetaan kebutuha.n teknologl, ;

..:_C'.."..'-_pelaksanaan pcmasyarakatan dan kf:I_']5:1"3511'1'15l teknologl__-__'_z____

- tepat guna; -

- -d. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan teknologl' '

- tepat guna;

" e. pemantanan dan evaluasi program teknologi tepat guna;

S ‘pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan o

- tugas Subbldang Teknologi Tepat Guna;.

g “ pela_ksanaan tugas lain yang diberikan oleh B1dang -

. Sumber Daya Desa dan Teknolog1 Tepat Guna sesuai
: ‘dengan tugas dan fungsmya L

'
b

i

Baglan Ketujuh T S
Un1t Pelaksana Teknis (UP’I‘) I

Pasal 32

Pada Badan dapat dlbentuk Unit Pelaksana Tekms (UPT), d1p1mp1n R

' 5oleh seorang Kepala UPT berada dibawah dan bertanggung Jawab " '? 
" kepada chala Badan melalm Sekretans L
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o BABVI - .«
KETENTUAN PERALIHAN o SR

ST .
":Selama belum dltetapkan oleh peraturan perundang undangan

. lainnya -seluruh petunjuk atau pedoman yang ada Jzka tidak
_bertentangan dengan Peraturan Bupau ini dmyatakan tetap

Pasal 44

L erlaku.

~ BABVII .
KETENTUAN PENUTUP
~ Pasal 45
(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pe:ratun'ev.n| Bupatz ‘
- .- Kapuas Hulu nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
- Peraturan bupati Kapuas Hulu Nomor 40 tahun 2008|tentang
-* Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan

.. Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dicabut dan dmyataka.n .
i tldak berlaku. | e

{2} Hal lain. yang belum dlatur dan belum cukup dxatur dalam

" Peraturan  Bupati ini sepanjang mengenai ' teknis
.- pelaksanaannya akan dxtetapkan lebih lanjut dengan
rrKeputusan Bupati. - T '

Pasal 46

e ;_Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggal dmndangkan

o :Agar “setiap . orang’ '~ dapat rnengetahumya : memermtahkan

- pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya :
: dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu |
|
itetapkan di Putussibau |
-25 Fovember 2014

Diundangkan di Putussibau - T ST . NASIR
pada tanggal 26 November 2014 : ‘

CHE R
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